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PUTUSAN
Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah yang didaftarkan
secara e-court sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02 Mei 1998 (umur 26
tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX. Dengan
domisili elektronik: XXXXXXXX. Selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan :

XXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Juli 2005 (umur 19
tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX.
Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24
September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarmasin dibawah Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 25 September
2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama lIslam di tempat
kediaman keluarga Pemohon di Jalan XXXXXXXXX ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi menikahkan
adalah penghulu setempat sekaligus bertindak sebagai wali Termohon yang
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bernama Ismail (orang lain) karena ayah kandung Termohon telah
meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon tidak peduli dengan
Termohon, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang XXXXX dengan
XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus cerai
hidup (duda) secara agama dengan seorang perempuan yang bernama
XXXXX, pada saat menikah secara agama Pemohon dalam usia 20 tahun
dan Termohon berstatus belum kawin (perawan), pada saat menikah secara
agama dalam usia 13 tahun,

4, Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di Jalan XXXXXXXX
selama 2 tahun sampai berpisabh;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang
anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15
Agustus 2019, agama Islam, pendidikan TK, sekarang anak tersebut berada
dalam pengasuhan Termohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah
memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dan tidak tercatatnya pernikahan
tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dengan
Termohon, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan
perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
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9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon mengeluh terhadap nafkah
yang diberikan Pemohon kepada Termohon bahkan Termohon tidak pernah
mau mengerti dengan keadaan Pemohon, namun pada saat itu Pemohon
masih bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut, akan tetapi puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan
turut campur pihak ketiga yakni ibu Termohon yang selalu ikut serta dalam
permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal ini
membuat Pemohon merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan
Termohon,;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Oktober 2022 dimana akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon
pergi meninggalkan tempat kediaman, berpisah tempat tinggal tersebut
sampai sekarang berjalan selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula
sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon
dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah
tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau
berbicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon
merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat dari perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXX) dengan
Termohon (XXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2018
di Jalan XXXXXXXXXX;
3. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu
Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan
Agama Banjarmasin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula wakilnya/kuasanya menghadap
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakdatangan
Termohon tersebut tidak beralasan hukum, oleh Ketua Majelis kepada
Pemohon telah diberi nasihat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan
selanjutnya kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371051407440004, atas nama
Pemohon (XXXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 16 Maret 2023, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
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2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371050505150002, an. Kepala Keluarga
XXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah a.n. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh
XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :
1. XXXXXXXXXXX, lahir di Pangkalan binti 27 Februari 1975, Agama
Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat
tinggal di Jalan XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
RT/keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon akan mengisbatkan pernikahan
pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banjarmasin Tengabh;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada
wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah orang
lain, yaitu penghulu setempsat yang bernama Ismail, karena ayah
kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon
tidak peduli dengan Termohon;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon | dan Pemohon I
membenarkannya;
2. XXXXXXXXX , lahir Banjarmasin 21 Januari 1970, Agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
Jalan XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :
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- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Wakil Ketua RT/Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon akan mengisbatkan pernikahan
pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada
wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah orang
lain, yaitu penghulu setempsat yang bernama Ismail, karena ayah
kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon
tidak peduli dengan Termohon;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
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berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali
membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon
agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak
tercatat, hal ini diperlukan untuk dalam rangka gugatan kumulasi perceraian
Pemohon terhadap Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon dan
Termohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut,
hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2)
membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama
Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengabh;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan
dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengabh;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah penghulu yang bernama
Ismail, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara
laki-laki Termohon tidak peduli dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.3
serta keterangan saksi dipersidangan pada saat akad nikah Pemohon dengan
Termohon dinikahkan oleh orang lain yang tidak hubungan nasab dan tidak pula

menerima wakil dari wali yang sah Pemohon Il, yang menikahkan adalah
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penghulu XXXXXXXX dan sekaligus bertindak sebagai sebagai wali nikah,

padahal tidak berhak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 1974 untuk menikahkannya, telah membuktikan

bahwa pemohon dengan Termohon tidak dapat membuktikan perkawinan atau

akad nikah yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2018 tersebut
sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku,
berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan
bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, oleh karenanya bukti pengakuan tersebut

tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya suatu ikatan perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 kalau walinya tidak diketahui lagi
alamatnya maka wali nikah berpindah ke wali hakim ( Kepala KUA setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan
penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan
XXXXXXXXXXX;

- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10
Desember 2018, yang menjadi wali nikahnya Termohon adalah penghulu
bernama Ismail sebagai wali yang tidak berhak sebagai wali nikah
sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 kalau walinya tidak
ada lagi maka wali nikah berpindah ke wali hakim ( Kepala KUA setempat)
dan kalau enggan menjadi wali maka harus dengan mengajukan wali adhal
ke Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan
perkawinan yang tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena
Termohon menikah dengan wali yang tidak berhak menjadi wali nikah;
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Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahannya tersebut telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan
perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon
dengan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan
tidak dapat membuktikan perkawinannya sah menurut hukum yang berlaku oleh
karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama
Banjarmasin ini, maka status perkawinan Pemohon dan Termohon dalam
identitas administrasi kependudukan dapat dipulihkan menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2, Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Junaidi,
S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.l. dan H. Subhan,
S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmi
Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.l. H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 36.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan . Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Biaya materai _Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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